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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakmls

Dengan ditetapk:
& fapkan UU No. 25 Tahun 2004 tenfang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasion: i
ke asional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah secara sistematis

ferarah, ferpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang

perencanaan yailu perencanaaan jangka panjang, (kabupaten/kota) harus menetapkan

Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan jangka
Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah( RKPD) .

Sementara ifu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) ,sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan sefiap OPD
membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD,yang disusun dengan pedoman
kepada Rensira OPD dan mengacu kepada RKPD sedangkan RKPD dijadikan dasar

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat fersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Satuan Kerja perangkat Daerah pada tahun 2017 ini
menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
fan 2019 Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan

Kabupaten Pesisir Sela
tahun guna mengoprerasionalkan RKPD yang

OPD yang berjangka wakiu 1 (satu)
an upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

disertai deng
an fungsinya.

masyarakat yang sudah dicapai oleh,OPD sesuai dengan tugas pokok d

SR AR
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Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 2070
Rencana Kerj
crja Satu: j
ja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupalen

Pesisir Selatar

S alan tahun 2Q1¢ i
Q19, merupakan rencana pembangunan tahunan yang dasarnya
1 dan Pemadam Kebakaran

disusun unfuk mewuj
cw ¢ isi Praj
ujudkan visi Satuan Polisi Pamong Fraj

Kabupalen Pesisir Selal:
I esisir Selatan fahun 2016-2021 seperfi yang fertuang dalam Rencana
abupaten Pesisir Selatan

Starfegis Satuar isi P: i
S 1 Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran K

Tahun 2016-2021.
ata dalam benfuk

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas,diperlukan tindakan ny
Praja dan Pemadam Kebakaran, misi

misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun

safuan Polisi Pamong Praja dan
2016-2021 adalah sebagai berikut :
akan preventif dan reprensif dalam menjaga ketenframan

Menyelenggarakan tind

1.
dan ketertiban umum seria perlindungan masyarakat;

7 Memberdayakan keberadaan struktur sosial unfuk berperan aktif menjaga
kefentraman dan ketertiban umum serfa penanganan kebakaran dalam kerangka
perlindungan masyarakat.

3 Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganarn kebakaran.

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana seria kuantitas dan kualitas personil dalam

n ketenframan dan kefertiban umum, perlindungan

rangka penyelenggaraa

masyarakar serla penanganan kebakaran.
n Pemadam Kebakaran

Safuan Polisi Pamong Praja da
n dijadikan sebagai pedoman da
mong Praja dan Pemadam

Rencana kerja (Renja)
n rujukan

isir Selatan tahun 2019, aka
dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pa
pafen Pesisir Selafan tahun 2019 yang telah difetapk

an-sasaran pembangunar

Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasar
2

Kabupaten Pes
an Prioritas

Kebakaran Kabu
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Renja Saruan Polisi Pamong Praja dan Dambkar 2019
program dan kebijakan dari pemerintah

yang dalam penyusunanya juga memperhatikan

Pusat yang dilaksanakan di dacrah

1.2 Landasan Hukum
ar belakangi penyusunan Rencana

Peraturan perundang-undangan yang melal
adam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

Kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Pem

Tahun 2019 adalah
mor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otfonom

Undang-undang no
umatera Tengah (Lembaran

1,
aten dalam lingkungan dalam daerah Propinsi S

nomor 25) Jis Undang Undang Nomor 21
r 77) Jo

Kabup
Negara Republik Indonesia Tahun 1956
fahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomo
Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);

5. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahaﬁ Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang Nomor 15 Tahun 2004 fent
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

ang Pemeriksaan Pengelolaan dan

3. Undang -
Tanggung Jawab Keuangan Negara (

or 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2004 Nom
Sistem Perencanaan

Undang Nomor 25 Tahun 2004 feniang

4. Undang -
sia Tahun 2004 Nomor

onal (Lembaran Negara Republik Indone

Pembangunan Nasi
Republik Indonesia Nomor 4421);

104, Tambahan Lembaran

w
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Renja Se wn Polisi Pamong ¥ an Dambkay
2743
2% /i ' 18 Praja dan Da

Y-

Pemerintah Pusat dan p

Tahun 2004 N
<00+ ymor 126 T
omor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438y

6. Undang-U
ang-Undang sy ek
ng Nomor 24 Tahun 2007 fentang Penanggulangan

(Lembaran Negara R
AaAre cQar: oY . . [y , -
gara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Republik Indonesia Nomor 5587)sebagai mana felah beberapa kalidiubah terakir

dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 fenfang Pemerintahan Daerah (Lembaran
58, tambahan Lembaran Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Republik Indonesia Nomor 5679);
an Pembinaan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 lentang Pedom

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Indonesia Tahun

Nomor 4593);
n 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu
Kinerja Instansi Pemerintah

Nomor 25, Tambahan Lembar

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 fent

Evaluasi Pelaksanaan Rancana

Tahun 2006 Nomor 9

Undang U
ang — Undang a1
18 Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan Ant
< " e £ ara

emerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang- : e T
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintaha Daerah(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

an Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

ang Tata Cara Pengendalian dan

Bencana

Negara Republik

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiay,
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Satuan Polisi F
among Praja da
a dan Dambkar 20 ¢

11;

12.

43

14.

15

16.

17

18.

})‘4 . 1
eraturan  Pemerintah Nomor

Pe
200

Peraturan Pc

(Lembaran Negara Re ik fa T "
&ara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

38 Tahun 2007 lentang

Negara Republik Indonesia Nomor 474 1 )5
’

Peraturan Pemerintah Nomor

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik I

Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

(Lembaran Negara Re

Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Ta

prosedur Satua Polisi Pamong Praja
Tahun 2016 Tenfang Pembentukan dan Susunan

Peraturan Daerah Nomor 8

Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Pesisir Selat
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Ketja da

Struktural Safu

ndonesia Nomor 4817);

an Polisi Pamong Praja dan Pemad

8 Tahun 2008 fentang Tahapan,

Pembagian Urusan

merintahan Dacr: 2
acrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

(4 Nﬂlnnr K82 T -
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737Y;
5TY;

merinl: . . ; = ;
erintah Nomor 41 Tahun 2007 tfentang Organisasi Perangkal Daerah

Tata

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

publik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran

hun 2011 tentan Standar Operasional

an Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

n Urain Tugas Jabatan

am Kebakaran.

Cara
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B
enja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 2019

1.3  Maksud dan tujuan
1.3.1 Maksud
Terciptanya Sinergitas dan singkronis:

dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten

stake holders dan instansi ferk
dan peningkatan kapasitas linmas.
1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja

Pemadam Kebakaran Tahun 2019 adalah :

1
Kabupateni Pesisir Selatan Tahun 2019

2. Terwujudnya integritas,sinkronisasi
pemeliharana ketentraman dan
Pesisir Selatan

3. Terwujudnya penegakan peraturan Daerah
Pesisir Selatan;

4. Terwujudnya pencegaha

wilayah Kabupaten Pesisir Sel

1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAH ULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

a Penyusunan Rencana Kerja

1.3

1.4 Sistematik

1si penyelenggar

ait, serfa oplinmlisasi dalam penegak

Terwujudnya penjabaran Rencana

n bahaya Kebakaran pada m

aan urusan ketentraman

Pesisir Selatan dengan melibatkan segala

an Peraturan Daerah

(Renja) satuan Polisi Pamong Praja dan

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

dan sinergritas Penyelenggaraan dan

kefertiban umum di wilayah Kabupaten

yang perlaku di Kabupaten

asing-masing nagari

aftan.
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Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 2019
BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun

Lalu dan Capaian Rensfra Daerah.

ana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

encanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan

Renc

Pesisir Selatan adalah penjabaran per

a Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesi
ogram yang telah disusun dapat dilihat

sir Selatan tercapai tidaknya

Polisi Pamong Praj
r

pelaksanaarn kegiatan —kegiatan atau p
i merupakan suatu

pilitasi Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas

perdasarkan Laporan Akunia
jawabkan keberhasilan afau

an kewajiban untuk memperfanggung
nencapai fujuan-tujuan dan sasaran y

nakan secara

pentuk perwujud
ang

alan pelaksanaan misi organisasi dalam 1
edia pertanggungjawaban yang dilaksa
Safuan Polisi Pamong Praja

kegag

felah difetapkan, melalui suafu m
periodik. Terkaif dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA)
i menyajikan dasar pengukuran

dam Kebakaran Kabupaien Pesisir Selatan in
aih atau dilaksanakan oleh Safuan Polisi

n 2017

Dan Pema

a Sasaran dari hasil apa yang felah dir.
ran Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahu

ahapan sebagai

Kinerj
pamong Praja Dan Pemadam Kebaka

dan perkiraan farget {ahun 2018. Pengukuran Kinerja Sasaran melalui t

perikuf :

A Penetapan Indikator Kinerja.

Penetapan indikafor kinerja merupakan ukura

n kuantifaf yang menggambarkan

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan

tingkat pencapaian suatu kegiatan
(outcomes),

keluaran (outpuis), hasil

(imput),
sebut dapat berupa dana,

indikator ~masukan

meliputi
(impact). Indikator-indikator fer

manfaai(benefif) dan dampak
8
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s auan Polisi Pamong Praja dan Dambkar 2019
L

KENYAMANAN LINGKUNJN“‘" TR :
Pcngcnddlmn i l\ctcn(mm an \
Masyamkal dan Ketertiban 320.037.170 309.051.630 & 96.57
Umuin ) SR Sl L 1‘ !
Pengcnddh an Keamanan 36.929.595 : *
.929.595 36.752.795 | 99.5-
Ob;ckwm!a 6.752.795 | 99,52
OGRAM PEMELIHARAAN
T[B s 370.142.397
PENCEGAHAN TINDAK
AL /
- Forum Penegak perda 81.722.625
- Operasi PAM Balimau Paga 26.362.250 26.361.500 99.90
/—/
22 Kol Bhakli Sosia Sl B 59.102.167 58.602.150 99,15
se- Sumaferad Barat tahun 2017
Ope st PAM Kegiatan Festival | 5,722,600 ,8.222.600 | 10000
Langkisau
- Operasi PAM Tour De singkarak 121.515.195 120.915.195 99,51
-ﬂ Operasi PAM Lebaran 53.217.560 52.517.560 98,68
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA 98.984.560 97.485.713 98,49
ANGGULANGAN BENCANA
Pemehharaan Sarana dan
Prasarana Pencegah Bahaya 98.984.560 97.485.713 98,49
Kebakaran
o o S S S ]
PROGRAM FENANGGANAN
2.099.887.050 2.074.415.150 98,79
TANGGAP DARURAT
et
- o ———— BfhispEoo Tt
Operaswnal Pemadam
2.099.887.050 2.074.415.150 98,79
Kebakaran
//
Sedangkan unfuk fahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan anggaran

sebesar Rp. 3.813.014.741,

keberhasilan kinerja mencapa

1 - ferurai dalam 6 program d

i 100% atau minimal sama de

an 22 kegiatan, diharapkan

ngan fahun 2017

11
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Renja

Satuan Polisi Pap, aj
1ong Praja dan [ damkar 2019

Apilb“'l dikai
e aitks "Ng:
1ik n d(l]g(lll pvm'up;li'm Vi
‘ 151 Kaby
Paten

“Terwnyjudnya Masyarakat Pesjsjy S
A Sclatan Yang  Mandivi
f i

Sejahlera” pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi P
& S1 P¢ 1
mong, Pl‘ill:l dan Pem

adam K(‘h;lk:n-m

Kabupaten Pesisir Sel:
clata > isi
alan mendukung misi keenam lersebut,
3 < Untuk y
IeNcapain
ainya

Satuan Polisi Pam i
ong Praja dan P
L cmadam akar;
é Kebakaran mempunyai  fungs; dal
penyelenggaraan ketertib: s
yelenggar: tertiban umum dan ketentraman masyarakal, penegakan p.
¢ AKan Peraturan

Daerah serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil ya i slalui 1ai T

yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang felah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian
program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran sebagai berikut .
a. Masih kurangnya kuantitas personil Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan bila

dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini;

Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam
penyelenggaraan keferfiban umum, kefenframan Masyarakat, perlindungan

masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan kefertiban umum,
perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan

ketentraman masyarakal,

Daerah dan peratufran Bupati;

Kefersedian sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi tugas, pokok dan

fungsi Satpol PP yang pelum memadai;

Belum dipahaminya serta ufuh tentang oufcome yang ingin dicapai dari setiap
kesulitan merelisaikan sasaran program menjadi

kegiatan , sehingga masih adanya
oufcome kegiatan yang menunjang efekfivitas program/kegiatan;

12
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f Rendahnya komi
omiimeti 2

1 dan pemahaman untuk memped

- edomani ;
AN Indikae;

aAst keos

2latay,

dalam Rensitr <
; a, RK :
e PD maupun dalam RPJMD dalam meren
Canakan kegj
egiatan

Dari identifikasi
erhadz ‘masalahz ‘ i
adap permasalahan yang dihadapi olen
pamong Praja dan Pemad: 4 e
| adam Kebakaran dalam ketertiban ume
c im, ketenty
. 2 aman
masyarakat, perlindungan masyar
asyarakat dan penegakan Perat
) raturan Daerah dan
Peraturan
(epala Daerah, mak: i al inerj isasi
Kepale ah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan
yang,
dilaksanakanya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstuktur

Dalam rangka mewujudkan fercapainya tujuan dan sasaran yang felah

ditetapkan berdasarkan Rensira Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabu

paten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, maka arah strategis dan kebijakan yang
akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakar

an Kabupaten Pesisir

Selatan tahun 2019 adalah sebagai perikut :
ab aparatur atas fugas-

1. Strategi Mendorong perkembangannya {anggung jaw

am pelaksanaan fugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:

tugasnya dal
sumber daya manusia melalui penigkatan kapabilitas dan

a. Pengembangan

kapasitas aparatur dan linmas
s aparat dan Linmas dalam penyelenggaraan

b. Peningkafan kemampuan tekni
keferibpan umum, kefeniraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan

uran Daerah dan peraturan Kepala Daerah.

penegakan Peral
¢ dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya

Peningkatan kemampuan aparatu

c.
sehingga dapat meneyelenggarakan urusan pemerintah dengan optimal.
d. Memberikan dukungan sasaran dan prasarana pagi aparat pemerintah yang
effektivitas dan

menyelenggarakan urusan pemerintah sehingga fercapai

effisiensi.
13
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Renja Saruan Polisi Pamong prq, ja dan Damk
. amkar 20719

2. Starategi M
2 endoron ar
18 Aparat dan Masyarakal untuk mengetahui
bertindak cepat dal &  MeMahayy
P ala > sl H
alam penyelenggaraan kelertiban umumketentraman mas
i Pcncgakun e lasyarakay
raturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dilaksanakan dey
& Nngan

arah kebijakan,

a.

praja dalam rangka mewuj
kebijakan :

a.

Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada satuan p

dan

Membangun kemampuan dan koleklifitas Aparatur dan Masyarakat melalui
pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban  umum, ketentraman
masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan
peraturan Kepala Daerah.

Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban
umum, kefentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan
Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.

Mewujudkan penyelenggaraan keterfiban umum, kefteniraman masyarakat,
perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan penegakan

Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang terintregrasi antara

pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.
olisi pamong

udkan good governance dilaksanakan dengan arah

Meningkatkan Pelayanan dalam Penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat;

Penegakan Produk hukum daerah yang lebih adil, merata dan tepat sasaran;

Memberdaykan keberadaan saflinmas dalam mendukung penyelenggaraan tugas

Satpol PP.

14
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Reniat Satuan Polisi Pamo,
Mg Praja dan Darmk
NnKar

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pam

2019

Strategi

SIS Me

. mban

fun k i
« QOr’ asi
rdinasi yang efeklif dan sema
; angat key
b ICY'S;
rsamaan

Untugk

membuat k
Csepakg
atan terbai
rbai a9l i
aik bagi kepentingan penyelenggaraan k
J SHAraan ketertip,
AN Uy
i,

ketentr
raman
masyar;
oA (lkill 4 i
' wer
perlindungan masyarakat dan penegak
Zakan per:
aturan

perundan
lang -und:
S angan Daeryy :
e & aerah di Kabupalten Pesisir selatan dengan ar
SR & . 2an arah kebijakan
oordinasi 3 ll
inasi melalui mekanisme yang ada dala
cnyelengg S
pe ) garaan kelerti Zka
az kelertiban umum, ketenframan masye kz i
yarakat, perlindungan

masyarak:
at d'lll sgalr
an penegakan Peraturan Dacrah dan peraturan Kepala Daerah
cra

sesuia dengan kebij:
gan kebijakan publik dan melaksanakan langkah inovatif dalam

rangka mendor W
orong lerwujudnya visi dan misi Kabupaten pesisir selatan dan
Satuan Polisi Pz i
Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Menyel
en i
y ggarakan Ketertiban umumm, ketentraman masyarakat,perﬁndungan

masyar
yarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang

teri : :
rintrgaritas satu daerah dengan lainya, antar OPD dan masyarakat.

ong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisit Selatan
Dibentuk melalui Peraturai Daerah Kabupaten pesisir selatan Nomor 08 Tahun 2016
Tentang Pembentukan organisasi Satuan polisi pamong praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten pesisir selatan dan peraturan Kepala Daerah Pesisir selatan dan
omor 42 Tahun 2016 fenfang

kabupaten pesisir selatan N

Peraturan Bupati
i Tugas Pokok, Fungsi, Tat

a Kerja dan Uraian Tugas

Kedudukan, Susunat Organisas
g Praja dan Pemadam Kebakaran, Bahwa Satuan Polisi Pamong

Safuan polisi Pamon
among,

Dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi P

nadam Kebakaran
mpin, merumuskat,

gas pokok meni

an dan mempeﬂar\%%““$

Praja dan Per

Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki tu
ur, membina, mengendalikan, mengkoordinasik

mengat
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olisi Pamong Praja dan Damkar 2019 -

1 dan pelaksanaan kebijakan dacrah ya
ang,

[.‘m/u Satan P

jawabkan kebijakan (cknis, penyusunal
persifal spesifik di bidang pcnyclcnggaraﬂn kefertiban umum, ketentraman
pcrlindungan masyarnkat dan pcncgakan peraturan Dacrah dan

serta Sub pemadat

masyarakal,
n Kebakaran. Dalam melaksanakan tugas

peraturan Kepala paerah
pokok terscbut, Kepala satuan Polisi pamong Praja dan pemadam Kebakaran y

mcnyclcnggarakan fungsi :
ana sirategis Satuan

pengendalian penyusunan renc

q. Pembinaan, pengawasa dan
gunan jangka menengah daerah.

sesuai dengan rencana pembar

n kebijakan, penyelengaraan.

anusia Safuan pol

b. Perumusa pemantauall dan evaluasi pembinaat,
isi Pamong Praja dan pemadam

pengembangan sumber daya m

Kebakaran.
ngendalian urusan gesekeretariatart kepegawaian

¢. Pembinaan, pengawasan dan pe

dan rumah fangza-
asi Satuan kegiatan pidang

endalian dan kordin

d. Pembinaan, pengawasatl peng
aman dan Kefertiban Umuit dan Sub pPemadam

reknis meliputi pidang Ketentr

Kebakaran.

pengendalian penggunaan anggaran Satuatl.

e. Pembinaan pengawasan dan
Akutanbilifas Kinerja Instansi

f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian

pemerintah.

evaluasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong

g. Pelaksanaan pembinaan dan

Praja dan pemadam Kebakaran.

pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang

h. Pembinaan, pengawasan dan

tugasnya. dan

i Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang fugasnya.
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Peﬂlﬂdﬂ"l Kebﬂkﬂl an
S(‘.&”\ ibe X & & @ d i Se
J dll’("llll\ll\’l P(‘l"l“ll"lll [.)'l('l"lh P("\'igil' lat
*S18 Clalan N

Te te Ke i - -,
cn l"g CQ udlll\'l Ing (@) i i ala
i an, Susl nan rg;mlSilSl, T U‘\;HS F()k()k Funxsi Tat V.
& ’ oL lale K(‘.ri'l dan Jraj
f 8] ‘dlan

[‘Il‘;. S J-l alar g & ( e L4 ebak
1 Slllll\lllldl Si“ i
5 } .
1 b uan P )l]bl P]nl()ll Fl(l_]ﬂ ddl] Fcnmdam K
‘Dakaran dalz
< ¢ alam

Melaksanakan tugas dan f; 51 i

@ 8as dan fungsinya dibantu oleh Unsur pelaksana, yaity ,
Dalam melaksanak

: an tu Z i isi

ake 8as dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibanty

oleh .
A.  Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasiaan
perencanaan dan evaluasi serfa pengelolaan keuangan Satuan. Dan Sekrefaris
membawahi .

a. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fugas melakukan urusan persuratan, urusan tata

usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah

fangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran.

b. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

mempunyai fugas

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan kegiatan di

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

B.  Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenframan dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Kefertiban Umum, Ketenframan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai

tugas membantu Kepala Safuan menyusun pahan kebijakan dan perencanaan
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Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 2019

pe l Serta lnelaksal lakan progran‘l d
an

kC Y
Zlalan KC\L! \\b(\\\ Un
Uy,

Ketentlal“an da11 lel lul(jll]lgall as araka‘ d1]1 .
M y < Kepa]d B]dan K
b3 C‘CY\'\b b
an | Mum

Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi .

a. Kepala Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital
Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital mempunyai tugas
menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, melaksanakan kebijakan, standar
prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,
pengendalian, pengamanan, penertiban, pengawalan, penjagaan objek vital.

b. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenframan Masyarakat
Seksi Kefertiban Umum dan Kefenframan Masyarakat, mempunyai fugas
menyusun rencana kegiatan, membagi  tugas, mengkoordiasikan,
mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada pbawahan dalam

pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan ketertiban umum dan keteniraman

masyarakat.

c. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fugas menyusun rencana kegiatan,

membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi

petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan

program Perlindungan Masyarakat dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah

pedoman dan petunjuk teknis, menyusun prograi, koordinasi Satuan dengan

instansi terkaif serta melakukan penyidikan dan penindakan terhadap

pelanggaran peraturan Daerah dan produk hukum lainnya sesuai peraturan dan

ketenfuan.
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Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 2019

C. i
Kepala Bldar\g Penegakan Feraturan Daer h
a

Bidang Penegak
an Peraturan Daer:
v acrah mempunyai tugas me
A “nyusun by
ahan ke
Nyakay

dan perencan: i
aan oper
perasional serta melaksanakan program d
: an kegjiatan di p;
. glalan di Big.
Penegakan Peraturan Daerah dan membawahi . i

a. Kepala Seksi Perundang-Undangan

Seksi Perundangan-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
bahan pengkajian kebijakan feknis serta pelaksanaan tugas operasional dan
adnimistrasi di bidang perundangan.
b. Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan

Seksi Penegakan Perundang-undangan melaksanaan  tugas penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenferaman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya,
melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparafur, atau padan hukum

agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan Kepala

Daerah.
c. Kepala Seksi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal
Seksi  Pelatihan Teknis dan Tindak Internal mempunyai fugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordiasikan, mengendalikan,
mengevaluasi, melaporkan kegiatan Seksi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal.
D. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran :

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fugas pokok menyusunt pahan kebijakan dan

perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang

pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan membawahi .
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b.

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan ketrertiban umumn, keter

nmsyumkal,pcncgakzm pcraluranpcrundang-undangar\ daerah dan

masy

berikut .

b.

Kopala Sekai |

) © ”
onan ul n
Huulangan dan l'nny Iumulu K
n bak
) Aran

S('l\'.”‘i oy 3 . y
| Hnin V,“'-'l“"’.'l" (I““ "("l ('l'”"‘”
( o « alan

K « « c
( hly 1 A A2
aran e Hl[)l“\\{ I )
b

merencannkan ke
koglat; s
glatan,  melaksanakan, mengkoordias; e
2k Aasikan
' ""'“‘/)('Y\(i‘
‘Nadalikan

e "'\{( “l””\'i oan melapor « V,
3 | W [ l \l. ' ‘I{, syt P
an K( 1 1Y) cnangeu <
'l. lll( llkl‘ ll”l Lan dd" P('Y\\{( |
Aamatan

Kebakaran,

Kepala Soksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Kepala Scksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok
merencanakan  kegiatan, melaksanakan, mengkoordiasikan, mengendalikan,
mengevaluasi, melaporkan dan melakukan perawatan sarana dan prasarana
pemadam kebakaran,

Kepala Seksi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran

Scksi  Pencegahan dan  Proteksi Kebakaran — mempunyai tugas pokok
merencanakan  kegiatan,  melaksanakan, mengkoordiasikan, ~mengendalikan,

mengevaluasi, melaporkan kegiatan Pencegahan dan Proteksi Kebakaran.

fiban
perlindungan

arakal serta Sub Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagal

Masih kurangnya kuantitas personil Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Pesisir Selatan pila dibandingkan dengan rasio tuas wilayah serta

jumlah penduduk saat ini;

Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam

nggaraan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat, perlindungan

penyele
akan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

masyarakat, dan pencg
serta Sub Pemadam Kebakaran;
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2019

C. i
Belum Oplll"zlhlyél kOUI‘(“lI'IS'
k clent & (h‘h”” ;"“‘Vl‘lvn
: GOAYa,
cieniraman musyamkul l)(‘l'lill(llll o o
' 1Zan masy;, it
asyarak; i
. ' al dan
n b Pemad: (e pencgay,

Daerah da Sub P adam [\&hﬂki"’ilﬂl, i st

d Kete i
: CrSCdlﬂn sarang
ana dz asarane j
an prasarana pCNullJﬂn“l, O]’)(‘Nl's‘lUH’lr i
f nl i > al115as8) ‘H:j,}l‘., pok
u gS Salpol PP yﬂng bclum memadai; o
’
€. Belum dp i y
1 aminya
aham 1 serta utuh tentan,
oulcome ‘ i i i i
2 yang mgin (,\l(,’(ip’dl dari ‘A'\i;1r>

kegiata]l Seh‘ y 4
’ lngga n\asih ada“ a kcsulilan > isai

| . nlLrCllSdlkd“ sasaran program

men ad i j
\ 1 oufcome keglatan yang menunjang cfektivitas progra lll/k(',xiatan'
f. Rel‘ldahllya k()lll' pe 7
itmen da]l lllaha"lall u“tuk l“e"lpcdo"la".l illdik¢' 51 k(,"gi'dlall
da
lanl Rel‘lsfra, RKFD nlaupul‘l dalam RIJA‘D dala"l merx C"Cﬂllaka“ kcgi’ -

Pert .
masalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat, dan

perlindungan masyarakat berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten

Pesisir Selatan ferutama misi keenam. Perubahan paradigma penyelenggaraan

keferfibpan umum, ketenframan masyarakat dan perlindungan masyarakat dan

penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya responsif
(tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan
peningkatan kapasitas aparatur satpol PP dan masyarakat dalam penyelenggaraan
ketertiban umum, keteniraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Rekomendasi ~ Strafegis dalam penyelenggaraan keferfiban umumkefentraman

rakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

masyarakat dan perlindungan masya

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat
Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada peraturan
dan Peraturan Daerah Kabupaien Pesisir

pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

Selatan Nomor 15 tahun 2010.

21

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



77 j ¥ ar 201
tuan Polisi anong Praja dan Damkar 2 9
nja Sa

RenJ

dan Kegiatan Masyarakat
Usulan Program

nelaann

2.5Pe

1 g aKe aAd < @ Olisi
P 1 drill Ke ia‘a“ l\‘asyﬂl dkdl pddd Satu AN Pc P
I“Ogran e
Usulal

among Pr
k an l(iak a (l'{ l{ cna k(f 1atan sz ian Ol S P
aKkara l < are g d saft p 181
e »
K b

aMmong, praja d
asyarakat.
i ngan masyaraka
manan, ketertiban dan perlindung;
engama ;
hanya pe

aja dan Pemadam

AN pemadam k(‘h:xka\m\\

Scanned by CamScanner



A 1 Samuan Polisi Pamong Praja dan Dambkar 2019
¢

BAB 111

Rencana Kerja Tahun 2019

Rencana kerja sama Saluan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun
9018 merupakan penjabaran dari rensira gatuan polisi Pamong Praja dan Pemadam
n melihat pencapaian hasil kinerja

Kebakaran tahun 2016 s.d 2021. Selain itu, denga

s, serla merujuk pada prioritas pembangunan Nasional

pesisir Selatan 2016 sd 2021 dapat

tahun sebelumnya, isu strategi

serta arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten
pakaran scbagaimana

diuraikan beberapa arah kebijakan satpol PP dan Pemadam Ke

perikuf.
3.1 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan (Critical SUccess Facfor) yang ditetapkan setelah penefapan visi dan mis!

penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusarn sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalaui tindakan-findakan terfokus yang

persifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai

Satuan Polisi Pamong Praja Dan pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
sesuai dengan fugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainya yang melaksanakan
penyelenggaraan keterfiban umum, ketenframan masyarakat, perlindungan masyarakat
dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dan penanganan
kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk ifu, disusun visi dan misi Satuan Polisi
Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dicapai
melalui pencapaian fujuan dan pelaksanaan kegiatan umum dan kegiatan

pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD
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at polist Pamong Praja dan Dampq, 2019

2016-2021 .

jatan Tahun 2016- ] o
se 6-2021 yaity , aran Kabupaey, bt

“Terwwjudnya Penyelenggaraan Kete
elenfram
i ‘ an dan Ketertiban Umym
k. Serta Perlind,
apsiagaan Masyarakaf Dal, i
'am Menghadapi Kepaka
Tatanan Masyarakaf Pesisiy Selatan Y; D ey
e : ang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejah
uk mewujudkan visi tersebut diat d i
as, diperlukan ti
B . an tindakan nyata dalam bentuk
atuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaka isi
satuan Polisi Pamomn, j o
2 Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tah
umn
2016-2021 adalah Sebagai berikut .
1. Menyelenggarak i i
(4 an tindakan preventif dan reprensif dalam menjaga
ket i
entraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan akiif menjaga

ketenframan dan kefertiban umum serfa penanganan kebakaran dalam

kerangka perlindungan masyarakat.

3. Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kuantifas dan kualitas personil

’ dalam rangka penyelenggaraan ketentraman  dan ketertiban umumn,

perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.

pamong Praja Dan Pemadam Kebaaran Kabupaten Pesisir

/ Tujuan Satuan Polisi
yang akan datang, Perumusan

yang akan dicapai dimasa

pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegt

Selatan merupakan sesuatu
atan

tujuan akan mengarahkan ke
ri Satuan Polisi pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

- dalam merealisasikan misi Da
atuan Polisi Pamong Praja Dan

Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan misi §
n Kabupatent pesisir selatan, maka periu dijabarkan kembali menjadt

Pemadam Kebakara
yang lebih operasional

/ fujuan dan sasaramn strategis
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genya Sutuan Polisy P“’"o"g Praja dan Damk
nkar 20} 9

Adapun Ty;
Juan ingin dj i
yang ingin dicapai dalam Renja Satuan polisj p,
Pemadam Kebakara" . 81 Famong Praja Dan
abupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 seperti
Rencana o S ; yang tertuang dalam
318 Satuan Polisj Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kapy f
Pesisir Selatan .
t
ahun 2016-2021 untuk program dan kegiatan di tahun 2019 adalah
sebagai berikuf,

a.

Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu .

1.

2

3

Ter A .
erlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patroli rutin
sesuai dengan standar aturan berlaky.

Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan
aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan kefertiban umum serta
penanganan kebakaran.

Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.

Te : :

rsedianya sarana, prasarana dan personil Satpol PP dan Damkar yang ideal

sesuai dengan tipologi wilayah.

Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah.

Terpenuhmya kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan

proteksi kebakaran

Operasi Penegakan Perda dan Perkada.

Patroli rutin kondisifitas kefenframan dan kefertiban umum di wilayah Pessel.

Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serfa

penanganan kebakaran
dal, dini dan komprehensif

Mewujudkan mit igasi kebakaran yang han
entafif dalam menjalankan tugas pokok dan

Sarana dan prasarana repres

fungsinya
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dan perlinduz
18an masyarakat serta pPenanganan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan

Sejalan den isi
gan misi keenam Kabupaten Pesisir Selatan, maka program dan

kegiatan di karan
at Polisi P P P
Yang Irancang Satuan Polisi among Praja Dan Pemadam Keba

Kaby A
Paten Pesisir Selatan Tahun 2019 terdiri dari .

= Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan
e
: 'utuhan dalam proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor dengan
€8lalan Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumper daya air dan listrik, Penyediaan
Jasa administrasij keuangan, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat

fulis kar i
1for, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan

makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini terdiri dari beberapa
Gedung dan Kantor, Pengadaan Mebelur,

2.

kegiatan yaifu Pengadaan Peralatan
Berkala kendaraan

ng dan kantor, Pemeliharaan Rutin/

Pemeliharaan Rutin /berkala gedu
0
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Renja Satan Poiisi p among Praja dan Damkay 20
ar 2019

d"ld& Op(‘l d&l()l] Pe ](‘hh' Az Saran: ds¢ arana P h: Bat 7 '\(‘h(lk
(]l. cn araan arana an pr 1Sarana Cncega an Baha a
rd prasarz 2. Yy
3

asional Salpolpp, Pengada

' | aran,
Pcngddnan Kendaraan Oper.

Pcli“dlms e an Mobil Damkar, Pengadaan

 Femeliharaan rutin berkala Pcrlcngkapan kantor, Pembangunan Gedung
Satpol pp, Pemban,gunan Pos Pantau, Pembuatan Bak Tampung air dan Akses masuk
damkar, Rehabilitasi Posko Tapan, Pengadaan Peralatan Kebakaran. Tujuan dari program

ini adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
d.  Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur ini ferdiri dari satu kegiatan yaitu
Pengada akai i ) i
ehgadaan Pakaian Dinas Pol pp dan Damkar beserta perlengkapanya Tujuan dari
Xrogry: ini ; e i

pProgram ini adalap untuk meningkatkan disiplin anggota Satpol PP dan Pemadam
Kebakaran.

P X '
Program Peningkatay, Kapasitas sumper Daya Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas sumper Daya Aparatur terdiri dari beber
kegiatan y.

apa

altu Pendidikan dan pelatihan formal, Pendidikan dasar anggota Satpol PP,

Penegakan Perda dengan APC, Pelatihan Kesamaptaan, Diklat PPNS dan Manajemen

PPNS, Pelatihan Beladiri, Sosialisasi Pencegahan Kebakaran, Uji Kopetensi PolPP, Rekrutan

Tanaga Damkar. Tujuan dari program ini unftuk meningkatkan kapasitas personil Satpol
PP dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.
& Program Pemeliharaan Kanfrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal terdiri
dari figa kegiatan yaifu Pengendalian Keamanan Objek Wisata, Pengendalian Jasa
Pengamanan Kanfor, Kemah Bhakii SatpolPP se Sumatera Barat dan Indonesia,

lx < < pe as

S \ ’

] rsilltll’l-ll'l / (€8 14

28

Scanned by CamScanner



Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 3974

ya

lingkungan tertib dan nyaman,
Program Pemeliharaan Keamanan dan kenyamanan lingkungan. =
Program pemelinaraan Keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah sebuah B
program yang bertujuan untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan dan
Perekrutan Anggota Satpol PP pada fingkat

kenyamanan lingkungan, terdiri dari
kecamatan, Pengendalian ketentrataman dan Ketertiban umum, PoIPP Pariwisata, Deteksi

g

r .
dini (intelj jen) pelanggaran perda, Pembinaan dan pembekalan aparat linmas,
Penunggasan satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman dan 1

/
Ketertiban serta keamanan pemilihan ymum.

/

| cana.

/ h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Ben
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana terdiri dari

prasaranan pencegahan bahaya kebakaran . tujuan dari

{
pemeliharaan sarana dan

a dan prasarana fanggap darurat.

program ini adalah terpeliharanya saran

Program Penanganan Tanggap Darurat

Penanganan Tanggap Darurat ini terdiri dari Operasi pemadam

Program
kebakaran. Tujuan dari program ini adanya pelayanan pemadam kebakaran

: . : : anaan,
Adapun penjabaran indicator kinerja, kelompok sasaran, sumber pendanz

perkiraan maju untuk tahun kedepan di klasifikasikan sebagaimana table
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pelaksanaan kegiatan selama tahup 2019 b
erfungsi i
peningkatan . ngsi pula sebagai sarana peningkatan
Polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupat
Pesisir Selatan dan sebagai !
agai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019, RENJA juga

dapat digunaka i
p 4 n sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam

safu tahun bagi seluruh jajaran satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran
uga memberikan umpan palik yang sangat

Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja j
nan rencana dimasa mendatang

nggambil keputusan dan penyusus
taf satuan polisi pamong

an diperoleh peningkat

diperlukan dalam me
praja dan Pemadam

pinan dan seluruh s
Selatan sehingga ak

oleh para pim
an kinetja ke

Kebakaran Kabupaten Pesisir

arah yang lebih paik dimasa datang
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Rencana ke i
> Crja P P s i
Jé (chJd) Satuan Polisj Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun

2019 dinmksudkan untuk mem

berikan pedoman bagi perangkat satuan polisi pamong

praja dan Pemad

am Kebakaran Kabupaten pesisir Selatan selama kurun waktu Satu

tahun, Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Disamping
sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten
Pesisir Selatan scbagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggran (RKA) —
satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019. Adapun fungsi dari

P o : ineri ama
Renja tahun 2019 inij sebagai folak ukur dalam mengevaluasi Laporan kinerja sel

tahun 2017 bagi satuan polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran, Sehingga dapat §

mengukur kemampuan dalam Pencapaian sasara.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) satuan polisi pamong praja dan pemadam

kebakaran kamij Susun secara Objektif dengan mengacu kepada peraturan Mentri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 fentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Jangka Menegah Daerah

serla Tala Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana

Pembangunan Jangka Menegah.

PIt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

NIP.19680805 19 (09 1001

Scanned by CamScanner




